


Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Laporan
Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pisana Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tahun 2023 dapat kami selesaikan dan sajikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi

Direktorat. Laporan ini memaparkan capaian kinerja penegakan
hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan

Perjanjian Kinerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis
2020-2024.

Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, penegakan hukum terhadap
kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tidak cukup

hanya dengan menggunakan instrumen hukuman pidana. Direktorat
Penegakan Hukum Pidana sebagai pelaksana mandat dari undang-

undang di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan dituntut untuk
senantiasa bersikap adaptif dan progresif dalam merespon kondisi-

kondisi terkini yang bersinggungan dengan penegakan hukum pidana
lingkungan hidup. Oleh karena itu, mulai tahun 2023 Direktorat

Penegakan Hukum Pidana mulai menggunakanundang-undang
tentang tindak pidana pencucian uang untuk meningkatkan efek jera

terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 
telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja penegakan

hukum pidana. Semoga capaian kinerja di tahun 2023 dapat menjadi
bahan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja di tahun

mendatang serta mampu memberikan manfaat bagi perbaikan
kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan Indonesia.

Jakarta, 17 Januari 2024

Yazid Nurhuda, S.H., M. A.

Kata Pengantar
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Ringkasan Eksekutif

Kinerja 
Kegiatan

143,66%

Kinerja 
Anggaran

98,23%
Efisiensi

1,46

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa 
penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang untuk penyusunan Laporan Kinerja 
(LKj) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  Lkj Direktorat Penegakan 
Hukum Pidana tahun 2023 memuat capaian kinerja di bidang penegakan hukum pidana 
lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) selama tahun 2023, yang terdiri dari, capaian kinerja 
kegiatan dan kinerja lain yang mendukung penegakan hukum pidana LHK maupun capaian 
kinerja anggaran.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, seluruh target kinerja berhasil dicapai 
dengan rerata capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 143,66 %, sedangan rerata capaian 
kinerja anggaran adalah sebesar 98,23%.  Berdasarkan capaian tersebut, nilai efisiensi 
penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja kegiatan adalah sebesar 1,46, artinya 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK mampu menggunakan anggaran secara efisien untuk 
melaksanakan seluruh kegiatannya.

Tahun 2023 menjadi tahun yang bersejarah bagi penegakan hukum pidana LHK karena pada 
tahun 2023 untuk pertama kalinya PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK berhasil 
menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pembalakan 
liar.  Dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana LHK, penerapan pasal pidana pencucian 
uang ini diharapkan mampu meningkatkan efek jera bagi para pelaku kejahatan.  

Untuk memberikan kepastian hukum atas status lahan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana 
LHK juga berperan aktif dalam penyelesaian penggunaan kawasan hutan.  Diharapkan hal ini 
mampu mendukung terciptanya iklim usaha yang baik di Indonesia. ii





1



A. Latar Belakang
Bencana non alam sebagai faktor yang penting dan perlu mendapat atensi bersama dalam
proses pelayanan publik. Pandemi Covid-19 yang kita rasakan dalam tiga tahun terakhir
nyatanya dapat mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi pola mobilitas
masyarakat termasuk kaitannya dengan kasus penegakan hukum pidana lingkungan hidup
dan kehutanan (LHK).

Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam akibat penyebaran wabah menjadi pelajaran
yang sangat berarti dalam proses penanganan kasus tindak pidana LHK di lapangan. Di satu
sisi lonjakan kasus Covid-19 telah menyebabkan kasus pencemaran lingkungan terus
meningkat, di sisi lain kasus kehutanan justru mengalami penurunan. Sementara pasca
Covid-19, kasus pencemaran kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahkan
kasusnya melebihi jumlah sebelum dan saat kasus Covid-19.

Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat juga menyebabkan
modus kejahatan di bidang LHK semakin berkembang, beragam, dan teror -ganisir serta
melintasi batas negara. Para pelaku kejahatan yang melibatkan para pemodal besar
(korporasi) telah menguasai sumber daya fundamental dan vital bagi masyarakat luas. Para
pemodal besar dengan motif mengeruk keuntungan finansial yang sebesar-besarnya telah
melakukan berbagai cara untuk menutupi kejahatannya, mulai dari metode transaksi,
membangun jejaring dengan oknum-oknum otoritas, hingga mengintervensi para pembuatan
kebijakan.

Dengan demikian, kerja para aparat penegak hukum di bidang LHK dituntut untuk lebih lincah
dan memiliki kemampuan adaptasi tinggi dalam merespon kondisi saat ini dan yang akan
terjadi di masa mendatang, tanpa terkecuali bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
ada di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHPLHK)
dalam menjalankan tugasnya sesuai mandat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam merespon situasi tersebut, PPNS Direktorat PHPLHK terus berupaya untuk
memberantas kejahatan di bidang LHK dengan menggunakan berbagai instrumen hukum
dan kebijakan penegakan hukum multidoor melalui penerapan undang-undang cipta kerja
dan undang-undang pencucian uang untuk meningkatkan efek jera dan memulihkan
kerusakan lingkungan akibat kejahatan di bidang LHK.
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Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dan
dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan dan menjaga kelestariain hutan
melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan,
perambahan hutan, pencemaran lingkungan, pembalakan liar serta perdagangan satwa dan tumbuhan
yang dilindungi, Direktorat PHPLHK perlu menyusun Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi
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C. Sumber Daya Manusia
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Meningkatnya kasus
pencemaran
lingkungan

Masih tingginya
kasus kehutanan

Pencucian uang yang 
berasal dari tindak
pidana lingkungan

hidup dan kehutanan

Ancaman kebakaran
hutan dan lahan

Penyelesaian
permasalahan

penggunaan kawasan
hutan

D. Isu Strategis
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Prioritas Kegiatan Penegakan Hukum Pidana 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Prioritas 1

Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan untuk 
meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Prioritas 2
Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan deforestasi 
guna meningkatkan target penurunan emisi dan intenstias emisi gas rumah kaca, 
serta meningkatkan kualitas udara, air, air laut dan lahan sebagai penyangga 
sistem kehidupan masyarakat

Prioritas 3

Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UUCK) dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan kawasan hutan 
sebelum terbitnya UUCK
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MISI

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber 
daya manusia yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif serta 
berkesetaraan gender

Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan 
instrumen, kelembagaan tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia 
serta dukungan pengambilan keputusan

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, 
bermartabat dan terpercaya

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasiskan sains dan 
teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum

VISI

Terwujudnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas dan 
berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk 
kesejahteraan masyarakat

A.  Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2020-2024
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Meningkatnya kapasitas dan 
kualitas penegakan hukum 

lingkungan hidup dan 
kehutanan

Meningkatnya kesadaran dan 
kepatuhan hukum serta 

keamanan lingkungan hidup 
dan kehutanan

Meningkatnya kapasitas sumber 
daya manusia, inovasi dan 

kelembagaan penegakan hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan;

Meningkatnya kepercayaan 
dan partisipasi publik 
terhadap penegakan 

hukum lingkungan hidup 
dan kehutanan

TUJUAN

9



Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor 4 tahun 2022 
tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Penegakan Hukum Nomor 15 tahun 2020 tentang 
Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020-2024. 

Renstra Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK telah memuat target kinerja yang merujuk 
pada Renstra Kementerian LHK dan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 
2020-2024. Kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan 
oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK dengan lima unit pelaksana teknis yaitu Balai 
Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK yang tersebar diseluruh Indonesia. 

 

No Indikator Kinerja 
Kegiatan Unit Kerja 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Jumlah kasus pidana 
LHK yang diselesaikan 
s.d P21 

TOTAL 220 130 110 300 350 
Sumatera 53 33 28 67 77 
Jabalnusra 40 28 24 57 67 
Kalimantan 57 30 26 77 85 
Sulawesi 38 24 19 60 71 
Maluku 
Papua 

13 9 7 21 25 

Direktorat 
PHP 

19 6 6 18 25 

2. Jumlah PPNS yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

TOTAL 570 200 182 200 260 
Sumatera 3 4 4 - - 
Jabalnusra 3 4 4 - - 
Kalimantan 1 4 4 - - 
Sulawesi 2 4 4 - - 
Maluku 
Papua 

1 4 4 - - 

Direktorat 
PHP 

560 180 162 200 260 

3. Jumlah Penanganan 
permasalahan 
penggunaan Kawasan 
hutan yang ditindak 
lanjuti 

TOTAL - - 50 60 70 
Direktorat 
PHP 

  50 60 70 

B.  Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2020-2024
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target 
Awal 

Target Akhir 
(Revisi) 

1 Meningkatnya kasus 
tindak pidana 
lingkungan hidup dan 
kehutanan yang 
diselesaikan sampai 
dengan P-21 

Jumlah kasus pidana 
LHK yang diselesaikan 
sampai dengan P21 

15 perkara 15 perkara 

 Jumlah penanganan 
permasalahan 
penggunaan Kawasan 
hutan yang 
ditindaklanjuti  

60 perkara  250 perkara  

 Jumlah PPNS LHK 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

155 orang 205 orang 

No Kegiatan Pagu Awal Pagu Akhir (Revisi) 

1 Penegakan hukum pidana 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 

19.247.961.000 43.040.982.000 

2 Dukungan manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis 
lainnya penegakan hukum 
LHK 

 1.161.379.000 

 Total  19.247.961.000 44.202.361.000 

 

Perjanjian kinerja merupakan komitmen 
bersama untuk mencapai kinerja yang jelas 
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 
tertentu dengan mempertimbangkan sumber 
daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 
mengalami perubahan berdasarkan pada 
Peraturan Menteri PARB Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. Perjanjian kinerja tersebut dapat 
direvisi dalam hal terjadi perubahan dalam 
strategi yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan dan sasaran baik perubahan program, 
kegiatan dan alokasi anggaran. Adapun 
kondisi yang menyebabkan perlu 
dilakukannya revisi pada Perjanjian Kinerja 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK 
adalah perubahan alokasi pagu anggaran 
dan target kinerja Direktorat akibat 
penambahan anggaran yang bersumber dari 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023
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Kegiatan Rincian 
Output

Kelompok
Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Target 

Semula Target Menjadi

Penegakan
Hukum 
Pidana
Lingkungan
Hidup dan 
Kehutanan

DCE –
Pelatihan

Bidang
Kehutanan

dan 
Lingkungan

Hidup

Peningkatan
Kapasitas

PPNS

1 Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan kapasitasnya

155 orang 205 orang

QCE –
Penanganan

Perkara

Kasus Tindak
Pidana LHK 

P21

2 Jumlah kasus pidana LHK yang 
diselesaikan sampai dengan
P21/berkas perkara dinyatakan
lengkap

15 perkara 15 perkara

QCE –
Penanganan 

Perkara

Berkas 
Penyelesaian 
Penggunaan 

Kawasan 
Hutan

3 Jumlah penanganan permasalahan
penggunaan Kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti

60 perkara 250 perkara

Pada tahun 2023, rencana kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK berfokus pada isu 
penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan dengan multi instrumen hukum, modus 
yang semakin beragam dan terorganisir di era perkembangan teknologi. Selain itu, optimalisasi 
penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digantikan dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga masih menjadi isu permasalahan terkini. Komponen 
kegiatan penegakan hukum pidana ditetapkan dengan target dan kerangka pendanaan yang dapat 
mendukung terlaksananya kinerja dan tercapainya tujuan Direktorat. 

D.  Rencana Kerja Tahun 2023
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Meningkatnya efektivitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana LHKSASARAN

Kasus penggunaan Kawasan Hutan tanpa Izin yang diselesaikan sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021

TARGET MENJADI

250 perkara60 perkara

TARGET SEMULA

135 orang PPNS yang meningkat kapasitasnya  

30 orang PPNS yang dibentuk 

PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

TARGET MENJADI

155 orang PPNS yang meningkat kapasitasnya  

30 orang PPNS yang dibentuk 

TARGET SEMULA

Kasus Tindak Pidana LHK sampai dengan P-21

15 perkara P-21

1 layanan SKEP/KTA PPNS

1 kegiatan apreasiasi wana lestari

15 perkara P-21

1 layanan SKEP/KTA PPNS

1 kegiatan apreasiasi wana lestari

TARGET SEMULA TARGET MENJADI

E.  Rencana Aksi Tahun 2023
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Pada tahun 2023, anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK mengalami penyesuaian 
anggaran yang disebabkan oleh Automatic Adjustment (AA), perpindahan antar output kegiatan dan 
penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) denda administratif bidang kehutanan 
melalui kegiatan penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan terkait pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. 

PAGU SEMULA

PAGU MENJADI

9.048.702.000

12.548.702.000

PENANGANAN 
KASUS TINDAK 
PIDANA LHK

PAGU SEMULA

PAGU MENJADI

2.887.880.000

5.387.880.000

PENINGKATAN 
KAPASITAS PPNS 
LHK

PAGU SEMULA

PAGU MENJADI

6.150.000.000
25.104.400.000

PENYELESAIAN 
PERMASALAHAN 
PENGGUNAAN 
KAWASAN HUTAN

TOTAL

PAGU SEMULA

PAGU AKHIR

18.086.582.000

43.040.982.000

PENAMBAHAN PAGU
24.954.400.000

F.  Anggaran Tahun 2023
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Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Utama Indeks kualitas
lingkungan hidup

Jumlah kasus pidana
dan perdata lingkungan
hidup dan kehutanan

yang ditangani

Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya

Jumlah kasus pidana
LHK yang diselesaikan
sampai dengan P-21

Jumlah Penanganan
Permasalahan

Penggunaan Kawasan 
Hutan yang 

Ditindaklanjuti

Persentase pemegang
izin yang taat terhadap

peraturan terkait
bidang lingkungan

hidup dan. kehutanan

G.  Pohon Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK
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Indikator
Kinerja 1

Target 205 
Orang

Realisasi 377 
Orang

Capaian 183,90 %

Jumlah PPNS LHK yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya

Dalam menegakkan hukum pidana di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 
peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sangatlah penting. Sebagai 
ujung tombak penegakan hukum pidana 
di lapangan, tantangan yang dihadapi 
oleh PPNS sangatlah dinamis, berubah 
sesuai dengan dinamika yang 
berkembang di masyarakat.

Realisasi kinerja IKK 1 diperoleh dari 
pelaksanaan kegiatan diklat 
pembentukan PPNS LHK dan 
peningkatan kapasitas PPNS LHK yang 
jumlah pesertanya dihitung secara 
kumulatif.

No Kegiatan Metode
Pelaksanaan Pelaksanaan Lokasi

Peserta

PPNS Non PPNS Total
Peserta

1 Diklat pembentukan PPNS LHK Pola 400 JP Luring Megamendung 30 0 0

2

Penegakan Hukum Restoratif Melalui Pidana 
Tambahan pada Kasus Lingkungan Hidup 
Berdasarkan Pedoman Jaksa Nomor 8 Tahun 
2022

Luring dan Daring 3 s.d. 6 Agustus 2023 Bajo 123 189 312

3 Peningkatan PPNS LHK Dalam Penanganan 
Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Luring dan Daring 9 s.d. 11 Agustus 2023 Pekanbaru 86 85 171

4
Asistensi Penanganan Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU) pada Tindak Pidana Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan

Luring Oktober s.d. November 2023 Yogyakarta, Pontianak, 
Makassar, Batam 84 85 169

5

Sinergitas dan Optimalisasi Peran Aparat
Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus
Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak
Pidana Asal Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Luring 6 s.d. 9 November 2023 Bali 29 133 162

6 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi 
Pengambilan Contoh Uji Air Luring 20 s.d. 24 November 2023 Bandung 9 21 30

7 Diklat Kolaboratif di Badiklat Kejaksaan Luring 12 s.d. 18 November 2023 Jakarta (Ceger) 16 44 60
Total 377 557 904
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A. Pembentukan PPNS LHK

Berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana LHK (Dit.PHPLHK) mempunyai tugas dan fungsi yaitu penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, 
Dit.PHPLHK mempunyai kewajiban melakukan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
untuk menunjang tugas dan fungsi Dit.PHPLHK dalam bidang penegakan hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan.

Kegiatan Diklat Pembentukan PPNS LHK dilaksanakan selama 2 bulan dari tanggal 20 Juni s.d. 20 
Agustus 2023 (400 JP) di Badiklat Reserse Polri, Megamendung – Bogor. Kegiatan diklat diikuti oleh 
30 orang peserta yang terdiri dari 7 orang dari BPPHLHK Wilayah Sumatra, 6 orang dari BPPHLHK 
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, 5 orang dari BPPHLHK Wilayah Kalimantan, 6 orang dari 
BPPHLHK Wilayah Sulawesi, dan 6 orang dari BPPHLHK Wilayah Maluku Papua.
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B. Peningkatan Kapasitas PPNS LHK
1.  Penegakan Hukum Restoratif melalui Pidana Tambahan pada Kasus Tindak 

Pidana Lingkungan Hidup berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 
Tahun 2022.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang berfokus pada keadilan restoratif bagi lingkungan, 
strategi penyidikan pidana lingkungan hidup yang diterapkan harus lebih holistik untuk memasukkan 
pidana tambahan pada pelaku korporasi guna eskalasi efek jera sekaligus untuk memulihkan 
lingkungan. Dengan disahkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan 
Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup yang mengatur 
pelaksanaan pidana tambahan pasal 119 UUPPLH, termasuk didalamnya adanya Forum Koordinasi 
untuk  menyusun rencana pemulihan maupun perampasan aset, maka urgensi membangun 
kesepahaman dan sinergitas antar instansi terkait di fasilitasi oleh Dit. PHP melalui kegiatan 
peningkatan kapasitas. Hadir dalam kegiatan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tersebut 
diantaranya jajaran Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, dan akademisi, serta Penyidik LHK Pusat dan Balai 
Gakkum seluruh wilayah Indonesia. Pidana tambahan terhadap korporasi diharapkan memberikan 
upaya prevensi khusus untuk badan usaha yang mempunyai niat jahat  mengabaikan pengelolaan 
lingkungan guna keuntungan finansial supaya menimbang-nimbang risiko pidana tambahan yang 
akan diterimanya.
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Dalam penegakan hukum lingkungan, strategi penyidikan yang holistik harus diterapkan untuk 
memasukkan pidana tambahan pada pelaku korporasi guna eskalasi efek jera dan memulihkan 
lingkungan. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 telah disahkan, yang mengatur pelaksanaan 
pidana tambahan pasal 119 UUPPLH, termasuk Forum Koordinasi untuk rencana pemulihan dan 
perampasan aset. Ini mendorong diperlukan sinergi antar instansi seperti Kejaksaan RI, Bareskrim 
Polri, dan akademisi, serta Penyidik LHK Pusat dan Balai Gakkum di seluruh Indonesia, yang dilakukan 
dalam bentuk peningkatan kapasitas. Kegiatan dilaksanakan di Labuan Bajo, NTT pada tanggal 4-5 
Agustus 2023. Pidana tambahan pada korporasi diharapkan dapat mencegah pelanggaran lingkungan 
demi keuntungan finansial dengan mempertimbangkan risiko pidana tambahan yang mungkin 
dihadapi.

2.  Penanganan Kasus Tindak 
Pidana Kebakaran Hutan dan 
Lahan

Mengingat karhutla menjadi permasalan tiap 
tahun yang dihadapi Indonesia yang berdampak 
terhdapa perubahan iklim, penegakan hukum 
terpadu karhutla (Gakumdu Karhutla) yang 
merupakan amanah dari Pasal 95 Undnag-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup terus dijalankan secara sinergi oleh 3 
instansi sesuai dengan tugas yang diemban 
dalam Keputusan Bersama Penegakan Hukum 
Terpadu (Gakumdu) antara Menteri LHK, 
Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI 
dengan Nomor PKS.3 Tahun 2021 serta Nomor 
KB/1/V/2021 tanggal 6 Mei 2021. Kegiatan 
peningkatan kapasitas guna koordinasi dan 
sinergi kerja bersama Gakundu Karhutla 
diselenggarakan secara hybrid di Pekanbaru 
tanggal 10 Agustus 2023. Ahli karhutla dan Ahli 
hukum pidana dihadirkan guna mendiskusikan 
pembuktian ilmiah kasus dan 
pertanggungjawaban pidana termasuk upaya 
memulihkan lingkungan melalui pidana 
tambahan. 
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3.  Sinergitas dan Optimalisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam 
Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peningkatan kapasitas PPNS 
LHK dan Jaksa dilakukan untuk 

menyamakan persepsi antar 
apparat penegak hukum yang 
memiliki kewenangan dalam 

penanganan kasus tindak 
pidana pencucian uang, 

sehingga dapat meningkatkan 
sinergi dalam penanganan 

kasus tindak pidana pencucian 
uang yang berasal dari tindak 

pidana LHK.
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4. Penggunaan aplikasi Go-AML dalam rangka Penanganan Kasus Tindak 
Pidana Pencucian Uang

Pontianak, 
Kalimantan 
Barat, 24 – 27 
September 
2023

Makassar, 
Sulawesi 
Selatan, 1 -4 
Oktober 2023

Batam, 
Provinsi 
Kepulauan 
Riau, 8-11 
Oktober 2023

Yogyakarta, 
17-20 
September 
2023

Rangkaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas menghadirkan narasumber dari PPATK dengan 
rincian materi:
1. Konsep dan Teknik Investigasi TPPU
2. Pemanfaatan Laporan Intelijen
3. Penyidikan TPPU pada Aset Virtual
4. Studi Kasus Pembacaan LHA dan Penanganan Perkara TPPU
5. Asistensi Kasus Dugaan TPPU pada masing-masing Balai Gakkum
6. Simulasi pertukaran informasi antara Ditjen Gakkum dengan PPATK melalui Aplikasi Go AML
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5. Diklat Kolaboratif
Penanganan Tindak Pidana
Pencucian Uang
Melihat komplektisitas dan dinamika
tindak pidana lingkungan hidup dan 
kehutanan, terlebih lagi dalam upaya
mengusut tindak pidana pencucian uang 
maka tidak mungkin penanganan
kasusnya dilakukan oleh satu pihak. 
Diperlukan sinergitas, harmonisasi, dan 
kolaborasi yang baik dari aparat
penegak hukum dalam upaya “follow the 
money follow the suspect”. Kolaborasi
yang baik antara aparat penegak hukum
dapat dibangun salah satunya oleh 
PPNS yang memiliki kewenangan dalam
hal penyidikan bersama dengan Jaksa
dengan kewenangannya dalam hal
penuntutan. 

Terkait latar belakang tersebut maka
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
LHK bekerja sama dengan Badan Diklat
Kejaksaan Agung RI untuk
menyelenggarakan “Diklat Kolaboratif
Peningkatan Kapasitas PPNS KLHK 
dengan Jaksa pada Kejaksaan RI” 
dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan kompetensi teknis
terkait TPPU sehingga dapat
meningkatkan sinergitas guna
memperkuat penyidikan dan 
penuntutan serta mempercepat upaya
penanganan kasus tindak pidana
pencucian uang yang berasal dari tindak
pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang PPNS 
KLHK dan 30 orang Jaksa pada 
Kejaksaan RI yang dilaksanakan selama
5 hari mulai tanggal 13-17 November 
2023 bertempat di Kampus B Badan 
Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
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Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI Nomor
P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi
Pengambil Contoh Uji Air, pada Pasal 6 
mempersyaratkan pengambil contoh uji 
air harus dilakukan oleh 1) Pengambil
Contoh Uji Air yang kompeten
dibuktikan dalam bentuk sertifikat
kompetensi, 2) Sertifikat kompetensi
dimaksud diperoleh melalui sertifikasi
kompetensi pengambil contoh uji air, 3) 
Sertifikasi Kompetensi Pengambil
Contoh Uji Air dilaksanakan oleh LSP 
yang telah mendapatkan lisensi dari
BNSP. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana
LHK menyelenggarakan kegiatan
peningkatan kapasitas berupa Pelatihan
dan Sertifikasi Kompetensi Pengambilan
Contoh Uji Air diselenggarakan dengan
tujuan agar petugas pengambil sampel
memiliki sertifikat kompetensi sehingga
dapat memenuhi aspek legalitas dalam
pengambilan barang bukti contoh uji air. 

6. Pelatihan dan Sertifikasi
Kompetensi Pengambilan
Contoh Uji Air
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Kendala dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS LHK adalah tidak konsistennya 
pengalokasian anggaran peningkatan kapasitas, sehingga menyulitkan perencanaan 
kegiatan.  Hal ini sangat berpengaruh utamanya pada kegiatan peningkatan kapasitas 
yang membutuhkan praktek lapangan.  Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan 
koordinasi dengan penanggung jawab program dan anggaran Kementerian LHK untuk 
pengalokasian anggaran peningkatan kapasitas PPNS LHK.

Berdasarkan grafik kinerja peningkatan kapasitas PPNS LHK di rentang waktu tahun 
2020-2023, Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK mampu mempertahankan 
capaian kinerja di atas 100%, meskipun di tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan 
kinerja akibat adanya pembatasan aktivitas dalam rangka menjalankan protocol covid-19.

Pencapaian target kinerja di masa pandemic covid-19 dan tahun 2023 didukung dengan 
pemanfaatan teknologi, sehingga peserta peningkatan kapasitas dapat mengikuti 
pelatihan secara daring.

25



C. Penghargaan bagi PPNS LHK Teladan

Apresiasi Wana Lestari adalah suatu
kegiatan pemberian penghargaan dari
pemerintah yang dalam hal ini adalah
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan kepada perorangan, 
kelompok, aparatur pemerintah atau
badan usaha atas prestasi yang dicapai, 
berdasarkan inisiatif dan partisipatif
dalam menjalankan tugas di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan. 
Pemberian Apresiasi Wana Lestari salah 
satunya ditujukan untuk PPNS LHK 
Teladan.

Pemberian Apresiasi Wana Lestari bagi 
PPNS LHK Teladan tidak terlepas dari 
peran, tugas, dan tanggung jawab 
profesionalitas PPNS LHK dalam upaya 
menegakkan hukum pidana lingkungan 
hidup dan kehutanan dan 
menyelamatkan aset negara dari 
kejahatan lingkungan hidup dan 
kehutanan, sehingga kepada PPNS LHK 
yang memenuhi kriteria PPNS LHK 
Teladan patut diberikan penghargaan.
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Indikator
Kinerja 2

Jumlah Kasus Pidana 
LHK yang Diselesaikan 
sampai dengan P21

Target 15 
Perkara

Realisasi 16 
Perkara

Capaian 106,67 %

Dalam menjalankan tugas 
menyelesaikan tindak pidana 
lingkungan hidup dan kehutanan, 
PPNS LHK mengampu mandat 
yang diberikan oleh undang-undang 
yang menjadi dasar 
kewenangannya.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka menyelesaikan kasus 
pidana lingkungan hidup dan 
kehutanan meliputi pengumpulan 
bahan dan keterangan, penyidikan, 
praperadilan, dan fasilitasi 
penanganan kasus tindak pidana 
lingkungan hidup dan kehutanan.
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No Tipologi Kasus Jumlah

1 Perambahan hutan 3

2 Kerusakan lingkungan 3

3 Pencemaran lingkungan 9

4 Pencucian uang 1

Totall 16

Kasus tindak pidana LHK yang 
diselesaikan di tahun 2023 
didominasi oleh perkara 
pencemaran lingkungan hidup 
terkait dengan pembuangan 
sampah dan masuknya limbah 
B3 ke wilayah Indonesia 

Jika dilihat dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja penyelesaian kasus 
pidana LHK di tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 30,73%. Namun jika dilihat 
dari target kinerja yang ditetapkan, jumlah kasus yang harus diselesaikan meningkat 
250%. Kemampuan Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk memenuhi target di 
tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada pencapaian IKK 2 ini.

Dalam pencapaian kinerja penyelesaian 
tindak pidana LHK sampai dengan P21, 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana 
LHK didukung oleh 18 orang PPNS LHK 
yang juga menduduki jabatan struktural, 
jabatan fungsional tertentu, dan jabatan 
pelaksana   

Polisi 
Kehutanan
11 Orang 

(61%)

Pengawas LH
1 Orang (6%)

Analis Data
1 Orang (6%)

Perencana
1 Orang (6%)

Struktural
4 Orang 
(21%)
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Bermula dari dugaan pencemaran air laut
akibat tumpahan minyak dari lubang
pembuangan yang ada di lambung kiri
buritan saat aktivitas Ship to Ship 
Transhipment, Tim dari Badan Keamanan
Laut (Bakamla) berkoordinasi dengan PPNS 
LHK untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

Hasil analisis laboratorium yang diperkuat
dengan Keterangan Ahli, menunjukkan
bahwa Kapal MT Arman 114 telah
melakukan kegiatan dumping limbah secara
illegal yang menyebabkan dilampauianya
baku mutu air laut.

PENANGANAN KASUS TRANSBOUNDARY 
MOVEMENT OF TOXIC AND DANGEROUS 
WASTE
1. Penanganan kasus dumping limbah yang diangkut oleh kapal MT ARMAN 114 yang 

berbendera Iran

Tersangka yang merupakan nakhoda kapal diancam 
dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 
98 ayat (1) jo Pasal 104 UUPPLH, dengan maksimal 
pidana penjara 10 tahun dan denda pidana paling 
banyak 10 milyar rupiah.

Berkas perkara kasus dumping ini telah dinyatakan 
lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi 
Kepulauan Riau untuk disidangkan.
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2. Penanganan kasus limbah B3 yang diangkut oleh kapal MT Blue Sky yang berbendera 
Liberia ke wilayah Republik Indonesia

Penanganan kasus masuknya limbah B3 ke 
wilayah NKRI yang diangkut oleh kapal MT 
Blue Sky I yang berbendera Liberia Nomor 
IMO 9335903 dimulai setelah masyarakat 
menyampaikan aduan ke Ditjen Gakkum 
KLHK. Pada tanggal 26 Mei 2023, Kapal MT 
Blue Sky I memasuki wilayah perairan Kabil, 
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 
membawa ± 90 ton residu minyak (oil sludge) 
dalam karung plastik hasil pembersihan (tank 
cleaning) di Chattogram, Banglades yang 
diduga akan dibuang di Batam.  Menurut 
peraturan yang berlaku di Indonesia, limbah 
hasil tank cleaning  termasuk dalam kategori 
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 
yang dilarang masuk ke dalam 
wilayahNegara Kesatuan  Republik Indonesia 
(NKRI).

Kasus yang ditangani oleh PPNS LHK dan 
disidangkan di Pengadilan Negeri Batam  
telah mendapat putusan pengadilan pada 
tanggal 30 Oktober 2023.  Majelis Hakim 
memutuskan terdakwa, yaitu nakhoda kapal 
MT Blue Sky I  bersalah melanggar 
ketentuan Pasal 113 jo Pasal 116 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. dan Kapal MT Blue Sky I 
beserta muatannya sekitar ± 80 ton sludge oil  
untuk meninggalkan wilayah NKRI.

Sebagai pengembangan kasus tersebut, 
PPNS KLHK tengah melakukan 
pemeriksaan terhadap 3 (tiga( agen kapal 
yang terlibat dalam masuknya Kapal Blue 
Sky I ke dalam wilayah NKRI.
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3. Penanganan kasus limbah B3 yang diangkut oleh kapal MT Tuktuk yang berbendera 
Indonesia ke wilayah Republik Indonesia

Pada bulan Maret 2022, Operasi Bersama Penyidik Bea dan Cukai, Pangkalan PLP Tanjung Uban 
dan Penyidik KSOP Khusus Batam mengamankan kapal MT Tutuk karena tidak memiliki izin 
kegiatan transfer antar kapal (ship to ship).  Kapal tersebut diketahui juga memiliki muatan minyak 
hitam ± 5,500 MT dan diduga sebagai limbah B3  yang berasal dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, 
Malaysia. Atas laporan hasil operasi tersebut, PPNS KLHK menelusuri muatan yang diduga limbah 
B3. Berdasarkan uji laboratorium terhadap sampel  minyak hitam yang diangkut MT Tuktuk, Ahli 
Limbah B3 menyatakan bahwa minyak hitam dimaksud termasuk dalam kategori limbah B3 dengan 
kategori 1 (sangat berbahaya) sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas Nomor 14496 K/14/DJM/2008 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Atas perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI, PPNS KLHK menetapkan Direktur 
PT PNJNT selaku pemilik kapal MT Tuktuk sebagai tersangka perseorangan dan PT PNJNT selaku 
tersangka korporasi atas pelanggaran ketentuan Pasal 69 Ayat (1)  huruf d, Pasal 106 dan Pasal 116 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 15 Milyar rupiah. 
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Kolaborasi Penanganan Kasus Ekspor Illegal Sisik Trenggiling

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara 
Dirjen Gakkum KLHK dan Dirjen Bea dan 
Cukai, Kemen keuangan Nomor 
PKS.3/PHLHK/SET.10/REN.3/12/2022 
dan Nomor: KEP-210/BC/2022 tanggal 21 
Desember 2022 tentang Sinergi 
Penegakan Hukum Bidang Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dalam Lingkup 
Kepabeanan, salah satunya adalah 
penyeludupan tumbuhan dan satwa liar 
serta bagian-bagiannya ke luar negeri. 

Salah satu tindak lanjut perjanjian kerja sama tersebut 
Ditjen Bea Cukai menyampaikan Hasil kegiatan patroli unit
pengawasan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta
diperoleh informasi bahwa terdapat penyelundupan ekspor
sisik trenggiling melalui ekspor umum ke Hongkong dan
Denmark. Pada periode September sampai Oktober 2023,
total didapati 5 (lima) paket dengan pemberitahuan
sebagai cassava chips yang pada saat diperiksa didapati
keripik singkong yang dicampur dengan sisik trenggiling
yang telah dikeringkan (dried pangolin scale). Total sisik
trenggiling yang berhasil diamankan adalah seberat 53 kg
diperkirakan senilai dengan 3 Miliar rupiah
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KOMITMEN & AKSI PENGUATAN PEMBERANTASAN TPPU DARI 
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENYIDIKAN TPPU UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

33



1
MOU antara Menteri LHK dan Ketua PPATK tentang tentang Kerja Sama 
dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang di LHK

2
Peningkatan Kapasitas Penyidikan TPPU, Asistensi Penanganan 
TPPU, dan Penguatan Kerja Kolaboratif PPNS dan Jaksa 

Penetapan Pedoman: 
• Perdirjen PHLHK tentang Pemulihan Aset dari Tindak Pidana LHK 

P.5/PHLHK/SET.10/ GKM.3/5/2023.
• Perdirjen PHLHK tentang Pertukaran Data dan Informasi dengan 

PPATK melalui Sistem Go-AML P.7/PHLHK/SET.10/GKM.3/ 
5/2023.

3

4

Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Dugaan Tindak Pidana 
Pencucian Uang Terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan
SK.37/PHLHK/GKM.3/05/203

5 P-21 Kasus TPPU dari Tindak Pidana Pembalakan Liar di Jawa 
Timur
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Penanganan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang berasal dari
Tindak Pidana Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan 
terhadap tindak pidana pembalakan liar yang 
dilakukan oleh Terpidana AT (supir) serta SP 
pemilik 31 batang kayu bulat jenis Sonokeling 
yang berasal dari Taman Nasional Alas Purwo, 
Jawa Timur, penyidik LHK menetapkan:
1. PT AS sebagai Tersangka dalam tindak 

pidana pembalakan liar;
2. SP sebagai Tersangka dalam tindak pidana 

pencucian uang.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 15 Tahun 2021, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara 
berkesinambungan mengirimkan Laporan 
Hasil Audit yang terindikasi ada tindak pidana 
pencucian uang dari tindak pidana asal bidang 
LHK. 

Tersangka SP dijerat dengan sangkaan Pasal 3 
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 
berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan/atau Pasal 4 undang-undang yang sama 
dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

TONGGAK BERSEJARAH 
DALAM PENANGANAN KASUS 

TINDAK PIDANA LHK
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Permasalahan kualitas udara yang menurun di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berdampak 
pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat 
membutuhkan respon cepat dan tanggap  untuk penanganan 
segera. Menteri LHK membentuk tim satuan kerja melalui 
Keputusan Menteri LHK Nomor 929 Tahun 2023 tanggal 18 
Agustus 2023 untuk Langkah Kerja Penanganan dan 
Pengendalian Pencemaran Udara Wilayah Jabodetabek, dengan 
keterlibatan jajaran penegakan hukum lingkungan hidup. 
Penjatuhan sanksi pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan  
diterapkan jika terdapat dugaan pelanggaran Baku Mutu Emisi 
Udara. Pengawas LH beserta PPNS LHK telah melakukan 
verifikasi lapangan dalam rangka pengawasan terhadap 
ketaatan perizinan dan perundangan-undangan  pada 12 (dua 
belas) kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan dalam 
rentang waktu 21 Agustus s.d. 2 September 2023. Sebagai 
upaya tindak lanjut efek jera, bagi kegiatan dan/atau usaha 
yang diduga menyebabkan pencemaran udara telah ditangani 
melalui penegakan hukum pidana, dan sedang dalam tahap 
pengumpulan bahan keterangan, yakni Pengolahan Bijih Plastik 
milik Sdr. KK di Banten dan PT PD III di Karawang.

Penanganan dan Pengendalian 
Pencemaran Udara Wilayah Jabodetabek



Pendekatan pemulihan aset bertujuan untuk menciptakan deterensi dan pemulihan sumber
daya (restorasi lingkungan). Efek deterensi yang diberikan bahwa pendekatan pemulihan aset
mengancam pelaku tindak pidana dengan kemungkinan kehilangan aset yang diperoleh secara
ilegal, sehingga dapat menciptakan efek jera yang kuat. Hal ini dapat mencegah potensi pelaku
lain untuk terlibat dalam kejahatan serupa. Buku Pendekatan pemulihan Aset Sebagai Basis 
dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun untuk dijadikan
pedoman bagi PPNS KLHK yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen Gakkum LHK Nomor P.5 
Tahun 2023. 

Penerapan pedoman teknis dengan pendekatan pemulihan aset ini, berupa langkah- langkah
atau serangkaian tindakan untuk memperoleh bahan keterangan atau bukti-bukti dalam
menelusuri dan mendapatkan aset pelaku kejahatan melalui tahapan persiapan dan 
perencanaan penyidikan, penelusuran, pengamanan, pemeliharaan dan perampasan aset, 
termasuk pengembangan dukungan sumber daya manusia dan pelaksanaan kerja sama
nasional dan internasional

Penguatan Kebijakan 
Penegakan Hukum Pidana

Penyusunan 
Pedoman 

Pemulihan Aset
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Praperadilan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana LHK

No Tipologi Kasus Jumlah

1 Perambahan hutan 1

2 Kerusakan lingkungan 1

3 Penemaran lingkungan 1

4 Pencucian uang 2

Total 5

Dalam proses penanganan kasus pidana LHK, Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK juga 
harus  menghadapi gugatan praperadilan dari pihak calon tersangka pelaku tindak pidana. Sidang 
praperadilan dimana PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana menjadi pihak termohon 
seluruhnya berjumlah 5 perkara, dimana pada proses penanganan tindak pidana pencucian uang, 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana digugat praperadilan di 2 (dua) pengadilan yang berbeda 
untuk kasus yang sama.
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Fasilitasi Penanganan Perkara Tindak Pidana LHK

No Tipologi Kasus Jumlah

1 Pembalakan liar 1

2 Kerusakan lingkungan 11

3 Penemaran lingkungan 23

4 Kebakaran hutan dan lahan 3

Total 38

Fungsi lain yang dijalankan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana dalam ruang lingkup 
penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah memfasilitasi 
penyelesaian kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya. Fasilitasi diberikan dalam 
bentuk penyediaan ahli dalam tahap penyidikan atau persidangan dan dalam bentuk bantuan 
anggaran penyidikan. Pada tahun 2023, Direktorat Penegakan Hukum Pidana memfasilitasi 
penanganan 38 kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan dengan rincian sebagai berikut.

No Instansi Pemohon Jumlah

1 Kejaksaan 14

2 Kepolisian 24

Total 38
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RAPAT KERJA PENEGAKAN HUKUM TERPADU 
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2023
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DUKUNGAN DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK 
TERHADAP KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM FINANCIAL ACTION 
TASK FORCE  (FATF)

Upaya Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and 
Terrorism Financing (FATF) telah berhasil dengan diterimanya Indonesia menjadi negara anggota 
FATF (full membership) yang ke 40. Hal ini merupakan pengakuan dunia internasional atas 
efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan 
terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia.

Keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting, mengingat FATF adalah suatu forum 
internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan 
terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional. 
Sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia dengan kasus yang kaya ragam, Indonesia akan 
berkontribusi penting di FATF.
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KLHK melalui Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK, Ditjen Penegakan Hukum LHK berperan 
aktif dalam serangkaian kegiatan yang mendukung Indonesia menjadi anggota penuh di FATF, 
diantaranya proses Mutual Evaluation Review (MER) FATF, on site visit oleh tim assessor, Face to 
Face Meeting, penyusunan action plan, dan Plennary Meeting. Pada rangkaian kegiatan tersebut, 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK memiliki peran dalam penyediaan data dukung 
Immediate Outcome 7 (IO 7) terkait penanganan kasus tindak pidana LHK dan penanganan kasus 
tindak pidana pencucian uang serta upaya peningkatan kapasitas bagi PPNS dan non PPNS, dan 
Immediate Outcome 8 (IO 8) terkait penyitaan dan perampasan aset. 

Salah satu data dukung yang diperlukan dalam Immediate Outcome 8 (IO 8) adalah terbitnya Surat 
Keputusan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tentang Tim Gabungan Penanganan 
dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (TPLHK) Nomor: SK.37/PHLHK/PHPLHK/GKM.03/05/2023, yang ditindaklanjuti 
dengan dilaksanakannya kegiatan Optimalisasi Kerja Tim Gabungan TPPU dalam Penanganan 
Dugaan TPPU yang berasal dari TPLHK pada tanggal 5 Juni 2022 bertempat di The Westin Hotel, 
Jakarta.

Terbentuknya Tim Gabungan TPPU tersebut semakin menguatkan komitmen Ditjen PHLHK dalam 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana lingkungan hidup dan 
kehutanan (TPLHK) dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 
2021 tentang perluasan kewenangan PPNS tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU. 
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Optimalisasi Kerja Tim Gabungan TPPU dalam Penanganan
Dugaan TPPU yang berasal dari TINDAK PIDANA LHK 
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Kendala dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dan Saran Tindak Lanjut

No Kendala Saran Tindak Lanjut

1. Batasan waktu penyidikan dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan mengakibatkan proses 
penyidikan beberapa kasus tindak pidana
kehutanan tidak dapat dilanjutkan karena
batas waktu terlampaui.

Melakukan koordinasi dengan pihak
Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan 
HAM untuk mencari solusi terhadap
penangan perkara yang terhenti dan barang
bukti yang sudah disita.

2. Kesulitan untuk menghadirkan saksi dan 
tersangka warga negara asing (WNA) 
yang ada di Indonesia yang terlibat dalam
tindak pidana LHK.

Melakukan kerja sama dengan Ditjen
Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, 
serta Kepolisian untuk mengetahui
pergerakan WNA yang diduga terlibat dalam
tindak pidana LHK di Indonesia 

3. Kesulitan untuk menghadirkan saksi dan 
tersangka warga negara asing (WNA) 
yang ada di luar negeri.

Melakukan kerja sama dengan Kepolisian
dan Kementerian Luar Negeri untuk
memfasilitasi pemeriksaan saksi dan 
tersangka warga negara asing (WNA) yang 
ada di luar negeri. 

4.. Jumlah PPNS LHK tidak sebanding
dengan jumlah kasus yang harus
ditangani, sehingga proses penyidikan
tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Melakukan koordinasi dengan bagian
penganggaran untuk menambah alokasi
anggaran untuk melaksanakan diklat
pembentukan PPNS LHK.
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Indikator
Kinerja 3

Jumlah Penanganan 
Permasalahan 
Penggunaan Kawasan 
Hutan yang Ditindaklanjuti 

Target 250 
Perkara

Realisasi 334 
Perkara

Capaian 133,60 %

Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalah penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang 
diamanatkan dalam Pasal 110 A dan Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, maka berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.203/Menlhk/Setjen/KUM./5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian 
Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya,  Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyusun usulan penetapan 
denda administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Pengenaan Denda Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. 
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Terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 
tahun 2023 telah ditetapkan 6.225 Subjek 
Hukum yang dalam SK Data dan Informasi 
(Datin)  Menteri LHK Tahap I s.d. Tahap XIX yang 
terdiri dari:
• Subjek Hukum Korporasi; 
• Subjek Hukum Pemerintah/Pemerintah 

Daerah;
• Subjek Hukum Masyarakat. 

 

No Subyek Hukum Jumlah Usulan Penyelesaian

1 Instansi Pemerintah 3 Sanksi administratif

2 Masyarakat pada Kelompok Tani Hutan 182 Sanksi administratif

3 Perusahaan 166 Sanksi administratif

TOTAL 351

Selama tahun 2023, Direktorat Penegakan
Hukum Pidana LHK berhasil menyelesaikan
351 usulan penyelesaian atas penggunaan
kawasan hutan tanpa izin dengan rincian
subyek hukum berikut ini.
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Ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021

Pasal 3 ayat (1)
Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan 
lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang 
kehutanan, dikenai Sanksi Administratif .

Perusahaan

Pasal 33 
Terhadap kegiatan usaha didalam Kawasan hutan yang tidak 
memiliki perizinan di bidang kehutanan dikenai sanksi 
administratif berupa:
a. Penghentian sementara kegiatan usaha;
b. Denda administratif dan/atau
c. Paksaan Pemerintah.

Pemerintah

Pasal 40 
Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dikenai kewajiban 
pembayaran denda administrative, namun diwajibkan untuk 
mengurus persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan.

Masyarakat

Pasal 41 
Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau 
di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara 
terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, 
dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui 
penataan Kawasan Hutan.
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Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 
terdapat kenaikan target  sebanyak 500% di tahun 2023.  Kenaikan target adalah 
konsekuensi dari penambahan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan 
kawasan hutan.  Meskipun dari perhitungan persentase capaian kinerja terjadi penurunan, 
namun kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK dapat melampaui target yang telah 
ditetapkan.

IKK 3 yaitu Penyelesaian Permasalahan 
Penggunaan Kawasan Hutan adalah 

indikator kinerja baru yang ditetapkan 
tahun 2022 sebagai konsekuensi dari 

diberlakukannya Undang-Undang Cipta 
Kerja yang mengatur sektor kehutanan.

Penyelesaian permasalahan penggunaan 
kawasan hutan ini sangat penting untuk 

memberikan kepastian hukum dalam 
berusaha sehingga mampu mendorong 
perbaikan iklim berusaha di Indonesia.
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Dukungan Direktorat
Penegakan Hukum Pidana
LHK dalam Penyelesaian
Status Lahan Perkebunan 
Kelapa Sawit

Dalam rangka implementasi 
Undang-Undang Cipta Kerja, serta 
mendukung percepatan 
penyelesaian perkebunan sawit 
dalam kawasan hutan, Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana LHK 
melakukan sosialisasi peraturan dan 
coaching clinic.

Coaching clinic yang ditujukan 
kepada para pelaku usaha kelapa 
sawit untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman 
mengenai prosedur penyelesaian 
status lahan hutan yang telah 
digunakan untuk perkebunan kelapa 
sawit.

Lokasi pelaksanaan coaching clinic
ini adalah di Palangka Raya, Medan,, 
Jakarta Pekanbaru.

49



98,23%
Pagu Anggaran : 43.040.982.000

Realisasi : 42.278.879.982 

Sisa : 762.102.018 
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B. Kinerja Anggaran



Capaian kinerja anggaran untuk masing-masing output kegiatan Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana LHK
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Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran
tahun 20023 dilakukan dengan cara
membandingkan antara capaian kinerja anggaran
tahun 2023 dengan capaian kinerja kegiatan
tahun 2023. 

E"isiensi	Capaian	Kinerja	Tahun	2023

=
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛	𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎	 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛	2023

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛	𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎	𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛	𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛	2023

Kriteria yang digunakan untuk mengukur 
efetivitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rasio perbandingan > = 1 
dikategorikan sebagai efisien, artinya 
terjadi efisiensi penggunaan 
anggaran untuk mencapai target 
kinerja kegiatan;

2. Rasio perbandingan < 1 
dikategorikan sebagai tidak efisien, 
artinya terjadi pemborosan anggaran 
untuk mencapai target kinerja 
kegiatan.

No Indikator Kinerja Kegiatan
Capaian
Kinerja 

Kegiatan

Capaian
Kinerja 

Anggaran

Efisiensi
Penggunaan

Anggaran
Status

1 Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan kapasitasnya

183,90 % 99,76 % 1,84

E
F
I
S
I
E
N

2 Jumlah kasus tindak pidana
LHK yang diselesaikan sampai
dengan P21

106,67 % 99,00 % 1,08

3 Jumlah berkas penyelesaian
permasalahan penggunaan
kawasan hutan

140,40% 97,51 % 1,44

Rata-rata 143,66 % 98,23 % 1,46

E"isiensi	Penggunaan	Anggaran
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A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian realisasi kinerja kegiatan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK mampu 
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian kinerja 
kegiatan untuk seluruh output kegiatan ialah: (1) PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 
184%, (2) kasus tindak pidana LHK P21 sebesar 107%, dan (3) berkas penyelesaian permasalahan 
penggunaan kawasan hutan sebesar 140% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 144%. Adapun 
dari segi capaian kinerja anggaran untuk masing-masing output kegiatan secara berurutan adalah 
sebesar 99,76%, 99,00 % dan 97,51% dengan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 98,78%. 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja tahun 2023 mengalami 
penurunan khususnya pada output kegiatan kasus tindak pidana LHK P21 dan berkas penyelesaian 
permasalahan penggunaan kawasan hutan. 

Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya peningkatakan target pada tahun 
2023 untuk penanganan kasus s.d. P21 sebanyak 250%, sementara penambahan alokasi anggaran 
hanya sebesar 153% dan jumlah PPNS yang ada masih kurang dibandingkan dengan jumlah kasus 
yang ditangani. Selain itu, dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian permasalahan 
penggunaan kawasan hutan, target tahun 2023 ditingkatkan menjadi 500%. Sementara pada waktu 
yang bersamaan, anggaran kegiatan penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan tahun 
2023 juga difokuskan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) 
tenaga kontrak. Hal ini disebebkan karena SDM yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah 
permasalahan yang ada, yang mana sejak tahun 2021 s.d. 2023 tercatat sebanyak 6.225 subyek 
hukum yang harus ditangani.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana LHK perlu;
a. Melakukan perbaikan pengelolaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

direktorat;
b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas PPNS untuk mengoptimalkan capaian kinerja 

penyelesaian kasus P21;
c. Meningkatkan kapasitas pegawai yang ada untuk mendukung kegiatan penyelesaian 

permasalahan penggunaan kawasan hutan;
d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

direktorat;
e. Memperkuat kerja sama antar unit kerja internal lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK dan 

Kementerian LHK; dan
f. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja di 

masa mendatang. 
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B. Rekomendasi
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